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ABSTRACT

The Nafkah is the cost of household life and the needs of
immaterial including the needs of biological . The husband should
give money to family .This influence on the entire sub marriage
legal system including the role of husband and wife .Now the days
of advanced many women work and make money.

Basic problems discussed in this book is how to shift the
role and responsibility of husband and wife in households that the
wife works , and how the implications of nafkah on the legal
system family of households that the wife works.

This research is a library research, the main object of the
research is the mushaf al Qur'an. main approaches used is approach
to the science of tafsir. Model presentation is thematic or maudlu'i
with gender analysis.

There has been a shift in the role and responsibilities
husband and wife .The wife works earn a nafkah and she shall
domestic households are responsible for performing a role , even
though the husband does not work . A husband who have worked
earn a nafkah do not need to performing a role domestic
households. A husband who unemployed or not work not doing a
work assignment also domestic households domestic replace the
roles wife who work.

The fulfillment of a nafkah is the responsibility husband, so
it had an impact on almost all sub-system in islamic family law
system where more husband put it above wife. If responsibility of
the fulfillment of a nafkah move from husband to wife then almost
all the subsystem of family law also changed concept. The
implications of a nafkah these affect the responsibility of a shift in
the role of husband. and wife in the field of divorce guardianship;
polygamy and some the concept of subsystem other matrimonial
law.

Keywords: nafkah, households, husband, wife, family law






KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penyusunan buku ini dapat penulis
selesaikan atas pertolongan dari Allah swt. Shalawat dan salam kita
haturkan kepada Nabi Muhammad saw. Semoga kita selalu
mendapatkan pertolongan, petunjuk dan perlindungan Allah swt.

Literatur hukum perkawinan Islam klasik (munakahat)
menyebutkan bahwa kewajiban mencari nafkah berada pada
pundak suami sedangkan istri hanya mengerjakan pekerjaan
domestik rumah tangga. Meskipun istri juga ikut mencari nafkah
akan tetapi sifatnya hanya membantu suami, dan istri yang pencari
nafkah tersebut tetap masih berkewajiban melaksanakan tugas-
tugas rutin domestik yaitu mengurus rumah tangga sebagai ibu
rumah tangga.

Ketentuan tentang kewajiban mencari nafkah berada di
pundak suami ini ternyata berdampak pada subsistem hukum
perkawinan yang lain. Ketentuan-ketentuan yang terdapat di
subsistem hukum perkawinan akan menempatkan peran suami
sebagai sosok yang nomor satu dalam keluarga. Sementara istri
hanya sebagai subordinat. Misalnya, peminangan dilakukan oleh
laki-laki terhadap perempuan oleh karenanya inisiatif perkawinan
dari laki-laki sedangkan perempuan hanya menunggu; mahar
dibebankan kepada pihak laki-laki; laki-laki berhak menikahkan
dirinya sendiri sedangkan perempuan berada di bawah walinya;
hak menjatuhkan falag sepenuhnya berada pada laki-laki dan
perempuan hanya diberi hak khulu (gugat cerai), dan masih
banyak lagi permasalahan sejenis. Perlakuan-perlakuan khusus ini
adalah masalah yang patut diperhatikan mengingat banyaknya
gugatan-gugatan yang diarahkan terhadap sistem hukum
perkawinan Islam.

Seiring dengan bergesernya peran suami istri dalam
masyarakat modern saat ini, banyak istri yang bekerja dan
terkadang penghasilan istri jauh lebih besar dibandingkan suami.
Banyak juga istri bekerja sementara suami menganggur di rumah.
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Terjadinya pergeeran peran dan tanggungjawab suami istri dalam
rumah tangga ini tentu berdampak pada pembagian peran
tanggungjawab suami istri dalam ketentuan subsistem hukum
keluarga yang lain. Buku ini akan mengulas tentang hal-hal
tersebut.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih terhadap
pimpinan IAIN Walisongo Semarang dan juga Team IsDB PIU
IAIN Walisongo yang telah memfasilitasi tersusunnya buku ini.
Terimakasih juga penulis sampaikan kepada semua pihak yang
telah memberikan kontribusi sehingga buku ini dapat penulis
selesaikan. Buku ini masih sangat jauh dari sempurna da oleh
karena itu penulis mengharapkan kritik saran demi perbaikan
buku ini. Semoga bermanfaat.

Semarang, Oktober 2014

Penulis,

Ali Imron
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BABI
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Nash al Quran dan as Sunnah telah banyak mengatur
norma-norma hukum antar personal yang terhimpun dalam
rumpun hukum keluarga atau al ahwal al syakhsiyah. Ketentuan
hukum keluarga ini mempunyai porsi yang lebih banyak
dibandingkan dengan hukum muamalah, hukum jinayat, atau
hukum yang lainnya. Hal ini karena hukum keluarga merupakan
pondasi yang universal dan mempunyai peranan yang sangat
penting dalam membangun sistem kehidupan manusia yang
beradab.

Hukum keluarga merupakan norma hukum yang
mengatur hubungan antar subjek hukum yang timbul dari
kehidupan keluarga. Sistem adalah suatu kesatuan yang
mengandung unsur-unsur atau elemen-elemen atau bagian-
bagian yang terikat dalam satu kesatuan dan saling bergantung
satu dengan lainya. Jadi sistem hukum keluarga terdiri dari
semua hal yang berhubungan dengan perkawinan dan tidak
dapat dipisahkan satu dengan lainnya, dimulai dari peminangan,
ijab qabul, peran dan tanggungjawab suami istri, akibat
perkawinan, akibat putusnya perkawinan dan keturunan.
Termasuk bidang kajian dalam sistem hukum keluarga adalah

nafkah dan hal-hal yang terkait dengannya.

Jumhur ulama ahli figh, memahami nafkah sebagai biaya
yang wajib dikeluarkan oleh suami terhadap istri dan keluarga
yang berada dalam tanggungannya. Nafkah terdiri dari biaya
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kebutuhan sehari-hari yang berupa biaya pakaian, biaya tempat
tinggal, dan biaya makan-makanan. Nafkah juga mencakup
biaya kebutuhan kesehatan, termasuk biaya tenaga medis atau
dokter yang menolong persalinan istri, biaya obat dan rumah
sakit. Nafkah ini biasa disebut dengan istilah sandang pangan
dan papan. Kewajiban nafkah tidak hanya pemenuhan
kebutuhan jasmani saja tetapi juga kebutuhan ruhani termasuk
juga pemenuhan kebutuhan biologis hubungan suami istri.

Al Hafizh Ibnu Hajar Al Asqalani mengatakan bahwa
memberi nafkah kepada keluarga merupakan kewajiban suami.
Kewajiban ini tertuang dalam al Quran surat at Thalaq ayat 7
yang artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah
menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya
hendaklah memberi nafkah dari apa yang telah Allah
karuniakan kepadanya. Allah tidaklah memikulkan beban
kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang telah Allah
berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan
setelah kesempitan’. Juga surat al Baqarah ayat 233 yang artinya
“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para
ibu dengan cara yang baik".

Di dalam as Sunnah diriwayatkan bahwa Hindun binti
Utbah pernah datang menemui Rasulullah Muhammad dan
mengadukan kesulitannya karena suaminya tidak memberikan
nafkah yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya dan anak-
anaknya. la terpaksa mengambil harta suaminya tanpa
sepengetahuannya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.
Maka Rasulullah Muhammad bersabda kepadanya. "Ambillah
(dari harta suamimu) apa yang mencukupimu dan anak-anakmu
dengan cara yang baik"
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Berdasarkan ketentuan nash tersebut di atas, secara
normatif nafkah menjadi tanggung jawab kaum laki-laki dan
tidak dibebankan kepada kaum perempuan. Ketentuan hukum
asal kewajiban nafkah dibebankan pada laki-laki ini, berakibat
pada adanya pemahaman bahwa hampir semua peran
tanggungjawab dalam sistem hukum keluarga ada pada suami
atau laki-laki. Istri atau perempuan hanya membantu atau
meringankan peran tanggungjawab suami atas seizin suami.
Segala aspek sub sistem dalam hukum keluarga juga
berorientasi pada superior laki-laki atau suami.

Dalam sistem hukum perkawinan Islam atau figh
munakahat, perempuan dijadikan sebagai objek (mugfadha al
agd atau tuntutan yang terdapat dalam akad). Perkawinan
diidentikkan seperti sebuah ruangan besar dan akad nikah
seolah menjadi pintu masuk ke ruangan tersebut. Perempuan
calon istri menjadi orang yang tertanggung (ihtibas)
kehidupannya di dalam ruangan itu. Suami menjadi pengendali
utama terhadap ruangan tersebut, termasuk gerak istri yang telah
masuk dalam ruangan tersebut. Oleh karena itu, secara normatif
dan pelacakan historis, kewajiban untuk memberi nafkah berada
di pundak suami secara utuh, dan tidak ada kesempatan
sedikitpun bagi istri untuk mencari atau berpartisipasi terhadap
pemenuhan nafkah keluarga. Ini bagian dari sistem budaya di

masa lalu.

Kewajiban memberikan nafkah suami terhadap
keluarganya ini berimplikasi terhadap keseluruhan sub sistem
hukum perkawinan, mulai dari kewajiban membayar mahar atau

maskawin, kedudukan suami istri dalam keluarga, hak dan
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kewajiban suami istri, hubungan nasab dan keturunan,

perwalian, putusnya perceraian, dan juga pengasuhan anak.

Seiring dengan perkembangan zaman yang ditandai
dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, banyak
kaum perempuan yang berkesempatan untuk bekerja dan
berkarir. Bahkan banyak juga para istri yang bekerja dan
mempunyai penghasilan yang jauh lebih besar melebihi
penghasilan suami. Banyak juga para istri bekerja mencari
nafkah sementara itu suaminya tidak bekerja dan tinggal di
rumah seperti layaknya ibu rumah tangga.

Dalam literatur kitab-kitab figh (yang kemudian dikenal
dengan Istilah hukum Islam) banyak dijumpai perlakuan-
perlakuan khusus terhadap perempuan. Misalnya dalam figh
munakahat, peminangan dilakukan oleh laki-laki terhadap
perempuan oleh karenanya inisiatif perkawinan dari laki-laki
sedangkan perempuan hanya menunggu; mahar dibebankan
kepada pihak laki-laki; laki-laki berhak menikahkan dirinya
sendiri sedangkan perempuan berada di bawah walinya,
kewajiban mencari nafkah berada pada pundak laki-laki; hak
menjatuhkan fa/ag sepenuhnya berada pada laki-laki dan
perempuan hanya diberi hak khulu' (gugat cerai), dan masih
banyak lagi permasalahan sejenis. Perlakuan-perlakuan khusus
ini adalah masalah yang patut diperhatikan mengingat
banyaknya gugatan-gugatan yang diarahkan terhadap hukum
Islam.

Al Qur'an sebagai sumber utama rujukan mujtahid dalam
menetapkan hukum, di samping as sunnah, tak lepas dari
sorotan para pemerhati hukum. Noel J].Coulson misalnya,

mengemukakan bahwa ajaran-ajaran al Qur'an sebagian besar
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terdiri atas berbagai proposisi yang umum dan luas bukan terdiri
atas berbagai formulasi legalistik khusus. Al Quran
memunculkan banyak problem sebagai sebuah dokumen, ia
sama sekali tidak menyediakan sebuah kode hukum yang
sederhana dan mudah dipahami. Sebaliknya, kandungan khusus
hukum-hukum yang diperoleh dari al Qur'an sebagian besar
sangat bergantung pada penafsiran yang dipilih oleh para ahli
hukum untuk diberlakukan dengan memberi tekanan-tekanan.'
Ada kesan subyektifitas yang muncul dalam proses istinbat
hukum, oleh karenanya perlu adanya pelacakan ulang terhadap

ayat-ayat ahkam.

Islam adalah agama yang memberikan perhatian khusus
terhadap kedudukan perempuan, bahkan satu di antara nama
surat al Qur'an adalah a/ Nisa' (wanita). Asghar Ali Engineer
menyatakan walaupun al Qur'an menganugerahkan status yang
setara bagi laki-laki dan perempuan dalam pengertian normatif,
namun al Quran juga mengakui adanya superioritas laki-laki

dalam konteks sosial tertentu.?

Ukuran kemuliaan di sisi Tuhan adalah prestasi dan
kualitas tanpa membedakan etnik dan jenis kelamin. Firman
Allah di dalam surat al Hujrat (49) ayat 13.

Pria dan wanita dan suku bangsa mempunyai potensi
yang sama untuk menjadi ‘abid dan khalifah. Hal ini terekam
dalam al Quran Surat Al Nisak (4) ayat 124 dan surat Al Nahl (16)
ayat 97.

’ Noel J. Coulson, A.History of Islamic Law, Edinburg:
Edinburg University Press, 1964, halaman 10-11, 17

z Asghar Ali Engineer, The Rights of Women in Islam,
diterjemahkan “Hak-Hak Perempuan dalam Islam”, Yogyakarta: Yayasan
Bentang Budaya, 1994, halaman xii






